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BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 63 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi, terciptanya 

harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin 

partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan 

terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, berkenaan 

dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 
 

  b.  bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pengeluaran 

belanja hibah dan sosial yang bersumber dari APBD, perlu 

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor  5 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi; 
 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi; 

 

Mengingat :    1. Undang-Undang  Nomor  53 Tahun 1999 tentang      

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

SALINAN 
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Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 
 

2. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 
 

7. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

8. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2009  tentang 

Kepemudaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5067); 
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9. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang 

Kesejahteraan Sosial   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

10.  Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2010   tentang  

Gerakan Pramuka    (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

11. Undang-Undang   Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

12.  Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2011   tentang 

Pengelolaan Zakat    (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 
 

13.  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2013   tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 
 

14.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah 

diubah beberapa  kali  terakhir    dengan  Undang-Undang  

Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Nomor 5679); 
 

15.  Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2011  tentang 

Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5197); 
 

17.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 38 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5508); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

20. Peraturan  Presiden  Nomor  151  Tahun  2014  tentang 

Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 

Nomor 288); 
 

21. Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2015  tentang 

Kementerian Agama    (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 
 

22. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan     Keuangan     Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang  Perubahan   kedua   Peraturan Menteri   Dalam 

Negeri Nomor   13   Tahun   2006   tentang   Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber   Daerah   Anggaran   Pendapatan   dan 

Belanja  Daerah     (Berita  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Daerah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja   Daerah   (Berita   Negara   Republik  Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1560); 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi; 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 

Tahun 2016   tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN 

SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 

PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. 

 
 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi, diubah sebagai berikut : 

 

 

Pasal 1 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 
 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan   Rakyat  Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan Republik 

Indonesia   sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang-Undang   Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
 

3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  perangkat  daerah  sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 
 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan       

Singingi. 
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6. Organisasi Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat OPD  

adalah  unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 
 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi.           
 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan   daerah   yang   dapat   

dinilai dengan uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk  

kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. 
 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 
 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 
 

11. Pengelolaan  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  adalah  tindakan  untuk 

menyelenggarakan hibah   dan   bantuan   sosial   yang   

mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta 

pelaporan dan pertanggung jawaban. 
 

12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKAD adalah perangkat   daerah   pada   Pemerintah   

Daerah   yang melaksanakan pengelolaan APBD. 
 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai 

tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 

penyusunan APBD. 
 

14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- 

PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah. 
 

15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-

OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program, kegiatan dana anggaran OPD. 
 

16. Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  PPKD  yang  selanjutnya  disingkat 

DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum 

Daerah. 
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17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat 

DPA- OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 

setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 

anggaran. 
 

18. Hibah  adalah  pemberian  uang/barang  atau  jasa  dari  pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan 

Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan 

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk   

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 
 

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 

Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan   

dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 
 

20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

pemerintah daerah kepada  individu,  keluarga,  kelompok  

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial. 
 

21. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau   masyarakat   sebagai   dampak   krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 

yang jika   tidak   diberikan   belanja   bantuan sosial  akan  semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 
 

22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia yang dibentuk oleh anggota masyarakat 

warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai 

tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan 

yang   bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-

undangan. 
 

23. Pemuda adalah warga Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 

30 (tiga puluh) tahun. 
 

24. Organisasi Kepemudaan adalah organisasi yang berbadan hukum 

Indonesia yang dibentuk oleh anggota pemuda warga Negara Republik 

Indonesia dan merupakan wadah pengembangan potensi pemuda yang 

mempunyai peraturan dan peran penting dalam bidang kepemudaan. 
 

25. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 
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26. Organisasi Olahraga adalah organisasi olahraga yang berbadan hukum 

Indonesia yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang menyetujui 

kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan 

olahraga. 
 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 
 

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban 

serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial 

yang bersumber dari APBD. 
 

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari APBD. 
 

(3) Hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  uang, 

barang, atau jasa. 
 

(4) Bantuan  Sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(1)  dapat  berupa 

uang atau barang. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan satu ayat, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 5 
 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam 
wilayah Daerah Kab. Kuantan Singingi. 

 

(2)  Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil 

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan   peraturan   
perundang-undangan. 

 

(3) Hibah  kepada  Badan  Usaha  Milik    Negara  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 

pelayanan kepada     masyarakat     sesuai     dengan     ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik   Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah 

yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

(5) Hibah  kepada  Badan  dan  Lembaga  sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga: 

 

a.  yang   bersifat   nirlaba,   sukarela   dan   sosial   yang   dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
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b.  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat 

keterangan terdaftar   yang   diterbitkan   oleh  bupati; atau 
 

 c. yang  bersifat  nirlaba,  sukarela  bersifat  sosial  kemasyarakatan 
berupa kelompok    masyarakat/kesatuan-kesatuan    
masyarakat hukum adat   sepanjang   masih   hidup   dan   

sesuai   dengan perkembangan masyarakat,   dan   
keberadaannya   diakui   oleh pemerintah pusat dan/atau 

pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari 
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja  perangkat 
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. 

 

(6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan 
kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan, 

atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan 
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak 
asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

(7) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati sebagimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

(8) Pengesahan atau Penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal terkait 

sesuai dengan kewenangannya yang dimaksud pada ayat (5) huruf c, 
dilaksanakan oleh Kementerian Agama di Daerah Kabupaten Kuantan 
Singingi jika menyangkut bidang pendidikan keagamaan dan rumah 

ibadah dengan memberikan nomor register pengesahan atau 
penetapan. 

  

(9) Pengesahan atau Penetapan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya yang dimaksud pada 
ayat (5) huruf c dilaksanakan oleh Kepala OPD Kabupaten Kuantan 
Singingi dengan memberikan nomor register pengesahan atau 

penetapan. 
 

(10) Hibah Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (6) dikecualikan terhadap : 
  

a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum 

berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang 

organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan 

undang-undang nomor 17 tahun 2013; 
 

b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum 

berdasarkan staatsblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-

perkumpulan berbadan hukum (rechtspersoonlijkheid van 

vereenigingen) yang berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan 

republik indonesia dan konsisten mempertahankan negara kesatuan 

republik indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya 

sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai 

dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013; 
 

c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan 

terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang nomor 17 

tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan 
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d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing 

bersama warga negara indonesia atau badan hukum asing yang 

telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-

undang nomor 17 tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) tahun terhitung sejak undang-undang nomor 17 tahun 2013 

diundangkan. 

 

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 
 

(1) Pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  lain, BUMN dan BUMD, 

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara 

tertulis kepada   Bupati    dengan    dilengkapi    proposal    yang 

ditandatangani oleh pimpinan organisasi. 
 

(2) Masing-masing OPD teknis terkait melakukan evaluasi usulan hibah 

yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

ditetapkan Bupati Kuantan Singingi sebagai Tim Evaluasi. 
 

(3) Usulan hibah secara tertulis yang dimaksud pada ayat (1) berupa 

surat permohonan yang dibubuhi cap dan ditandatangani oleh : 

a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja 

pemerintah pusat; 

b. kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya; 

c. direktur utama atau sebutan lain bagi bumn/bumd; dan 

d. kepala,ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, 

lembaga dan organisasi kemasyarakatan. 
 

 

(4) Usulan hibah yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat paling sedikit : 
 

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai 
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar 

belakangi diajukannya usulan hibah; 
 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 
diajukannya usulan hibah kepada bupati; 

 

c. bentuk  kegiatan,  berisi  uraian  tentang  kegiatan  yang  akan 
dilaksanakan; 

 

d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan 
tempat pelaksanaan kegiatan; susunan kepengurusan (badan 
/lembaga /organisasi kemasyarakatan); 

 

e. rincian anggaran biaya ; 
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f. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan), 

berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor 
telepon yang dapat dihubungi; 

 

h. persyaratan administrasi lainnya; dan  
 

i. penutup 
 

(5) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (5) huruf h bagi  
badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, meliputi : 
a. akta notaris mengenai pendirian atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 
b. nomor pokok wajib pajak (npwp); 

c. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, 
lembaga dan organisasi masyarakat; 

d. izin operasional/tanda daftar/tanda pengesahan dari instansi 

yang berwenang; 
e. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama 

ketua,sekretaris dan bendahara atau sebutan lain. 
f. surat keterangan domisili badan, lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan dari desa/kelurahan. 
 

(6) Masing-masing OPD teknis terkait melakukan evaluasi usulan hibah 

yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan ditetapkan Bupati Kuantan Singingi sebagai Tim Evaluasi. 

 

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

     Pasal 9 
 

(1) Kepala    OPD    terkait    sebagaimana    dimaksud    pada pasal 7   

ayat    (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Bupati melalui TAPD. 

 

(2) TAPD  memberikan  pertimbangan  atas  rekomendasi  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah. 
 

(3) Rekomendasi  kepala OPD  dan  pertimbangan  TAPD  sebagaimana 

dimaksud dalam ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menjadi  dasar 

pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan 

PPAS. 
 

(4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa OPD. 

 

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 10 
 

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-OPD. 
 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD. 
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(3) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi 

dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

7. Ketentuan Pasal 11 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 
 

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0  ayat  (1) 

dianggarkan dalam kelompok jenis belanja hibah, dan rincian obyek 

belanja hibah pada OPD. 
 

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lain; 

c. badan usaha milik   negara atau  badan usaha milik daerah; 

dan/atau 

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum indonesia. 
 

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2)   dianggarkan   dalam   kelompok   belanja hibah yang 

diformulasikan kedalam  program  dan  kegiatan,  yang  diuraikan 

kedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah barang 

atau jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD teknis terkait. 

 

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 12 
 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA- 

OPD. 
 

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan 

atas DPA- OPD. 

 

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dilakukan perubahan, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 13 
 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau 
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan 

Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD. 

 

(2) Penerima Hibah Menyerahkan proposal pencairan sesuai besaran dari 
daftar penerima hibah yang ditetapkan Bupati. 
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(3) Daftar penerima hibah dan Proposal Pencairan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan hibah. 

 

(4) Penyaluran/penyerahan   hibah   dari   Pemerintah   Daerah   kepada 
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

 

(5) Penyaluran/penyerahan   hibah   berupa   uang   hibah barang dan 

jasa dilakukan   dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 15 
 

(1) Pencairan belanja Hibah berupa uang didasarkan pada DPA-OPD dan 

NPHD. 
 

(2) Pencairan Belanja hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah ke Rekening Penerima Hibah, baik sekaligus maupun dengan 

cara bertahap. 
 

(3) Pencairan belanja hibah barng dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran     langsung dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah ke Penyedia/pihak ke tiga, setelah itu baru dilakukan proses 

pendistribusian ke Penerima Hibah dan NPHD. 

 

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 
 

(1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan 

penggunaan hibah kepada Bupati Melalui OPD. 
 

(2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai 

realisasi jenis belanja hibah uang dalam program kegiatan sub kegiatan 

pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan. 
 

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 18 
 

(1) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 

penggunaan hibah kepada Bupati melalui OPD. 
 

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja 

barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada OPD. 
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13. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 23 
 

(1) Penggunaan belanja hibah berupa uang, barang/jasa sewaktu-waktu 
dapat dilakukan audit/pemeriksaan oleh APIP (Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah). 

 

(2) Penggunaan belanja hibah berupa uang dengan nilai mulai Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas wajib diaudit oleh APIP 

(Aparat Pengawas Internal Pemerintah) atau Kantor Akuntan Publik 
(KAP) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran. 

 

(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
meliputi: 
a. kesesuaian penggunaan belanja hibah dengan nphd dan rencana 

anggaran biaya (rab) dan; 
b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(4) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada penerima belanja hibah yang bersangkutan. 
 

(5) Laporan hasil audit belanja hibah berupa uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian dari laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui 

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tembusan 

disampaikan kepada OPD. 

 

14. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 30 
 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis 

kepada Bupati dilengkapi proposal,kecuali penerima bantuan sosial 
kategori jompo dan anak yatim cukup dengan surat penetapan dari 
OPD teknis terkait. 
 

(2) Bupati  menunjuk  OPD  teknis  terkait untuk  melakukan  evaluasi 
usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi. 

 
(3) Usulan tertulis beserta proposal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat: 
 

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai 
fakta-fakta  dan  permasalahan-permasalahan yang 

melatarbelakangi dilaksanakan kegiatan    dan    diajukannya 
usulan bantuan sosial; 
 

b. maksud  dan  tujuan,  berisi  uraian  tentang maksud dan tujuan 
diajukannya usulan bantuan sosial; 
 

c. susunan kepengurusan (anggota/kelompok masyarakat); 
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d. domisili anggota/kelompok masyarakat, berisi uraian tentang 

keberadaan/alamat dari anggota/kelompok masyarakat yang 
mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat 

dihubungi; 
 

e. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang 
kegiatan yang akan dilaksanakan atau rencana penggunaan dana; 

 

f. rincian  Kebutuhan  Anggaran/Rencana  Anggaran  Biaya,  berisi 

uraian tentang perhitungan   mengenai   biaya   yang   
dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan 
serta kebutuhan lainnya; dan 

 

g. tanda  tangan  dan  nama  lengkap  pimpinan/ketua  serta 

stempel/cap dari anggota/kelompok masyarakat dan dengan 
diketahui oleh Kepala Desa dan mendapat rekomendasi Camat 

setempat. 

 
(4) OPD teknis terkait dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala OPD. 

 

(5)  Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 

bentuk     rekomendasi dan dibuat dalam Berita Acara. 

 

(6)  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  

disampaikan  kepada Bupati melalui TAPD. 

 

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan Daerah. 

 

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 32 
 

(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-OPD. 
 

(2) Bantuan   sosial   berupa   barang yang  pengadaannya akan 

dilaksanakan pada tahun berkenan dicantumkan dalam RKA-OPD. 

 

(3) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi 

dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan 

perundangan-undangan. 

 
16. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 33 
 

(1) Bantuan  sosial  berupa  uang  dianggarkan  dalam  kelompok  pada 

belanja sosial yang diformulasikan kedalam program kegiatan dan 

sub kegiatan yang diusulkan pada OPD. 
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(2) Obyek  belanja  bantuan  sosial  dan  rincian  obyek  belanja  

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. individu, dan/atau keluarga 

b. Masyarakat; dan 
c. lembaga non pemerintahan 

   

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok yang 

diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

diuraikan kedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja 

bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial 

barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat 

berkenaan pada OPD. 

 

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 34  
 

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan 

atas DPA-OPD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan 

atas DPA-OPD. 
 

18. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut : 

Pasal 37 
 

(1) Penerima  bantuan  sosial  berupa  uang  menyampaikan  laporan 

penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui OPD teknis. 
 

(2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja 

bantuan sosial pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

 
19. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 39 
 

(1) OPD membuat rekapitulasi  penyaluran  bantuan  sosial  kepada 

individu  dan/atau  keluarga  yang  tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lambat 

tanggal 5 Januari Tahun anggaran berikutnya. 
 

(2) Rekapitulasi   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (1)   memuat 

nama penerima,alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh 

masing-masing Individu dan/atau keluarga; 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 

 Ditetapkan di Teluk Kuantan 

 pada tanggal 7 Desember 2020 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

 

            ttd   

 

   H. M U R S I N I 
 

 

 

Diundangkan di Teluk Kuantan  

pada tanggal 7 Desember 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

  

               ttd 

 

H. DIANTO MAMPANINI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 63 

 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 

 
SURIYANTO, SH., MH 

Pembina 
NIP. 19730603 200701 1 007 

 


